


















Bagian Ketiga 

Pendelegasian Kuasa Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali 

Pasal 12 

(1) PPK berwenang untuk menetapkan pemberhentian dan pengangkatan

kembali sebagai Analis APBN.

(2) PPK se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat 

mendelegasikan/memberikan kuasa kepada pejabat pimpinan tinggi 

pratama yang membidangi kepegawaian untuk menetapkan 

pemberhentian dan pengangkatan kembali sebagai Analis APBN Ahli 

Pertama dan Ahli M uda. 

(3) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian

menandatangani keputusan pemberhentian dan pengangkatan

kembali sebagai Analis APBN Ahli Pertama dan Ahli Muda sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak untuk atas namanya sendiri tetapi atas

nama PPK yang memberikan kuasa.

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

10 

Ditetapkan di Jakarta, 
pada tanggal 4 Oktober 2019 
SEKRETARIS JENDERAL, 

� 

NIP. 196611141997031001 

INDRA ISKANDAR

ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA

Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

Arini Wijayanti, S.H., M.H.

ttd.





Menetapkan 
PERTAMA 

KEDUA 
KETIGA 

TEMBUSAN: 

MEMUTUSKAN: 

Terhitung mulai tanggal ............................................. . 
memberhentikan dengan hormat dari Jabatan Fungsional 
Analis APBN : 
a. Nama: ............................................................ . 
b. NIP: ............................................................ . 
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT . .................. . 
d. Jabatan : ............................................................ . 
e. Unit Kerja: ............................................................ . 
. ... . . .. . . ... ... . . . . .. . . ... ... ... . . ... . . .. . . . ...... .. .. .. ... ... .. ... .. .. . . ***) 
Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam 
keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan 
kembali sebagaimana mestinya. 
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil 
yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan 
sebagaimana mestinya. 

ditetapkan di ........................ . 

pada tanggal ........................ . 

NIP. 

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan

yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi dengan alasan pemberhentian sebagaimana tercantum dalam pasal 4
***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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Menetapkan 

PERTAMA 

KEDUA 

KETIGA 

TEMBUSAN 

MEMUTUSKAN : 

Terhitung mulai tanggal ......................... mengangkat kembali 
Pegawai Negeri Sipil: 

a. Nama: .................................................. . 
b. NIP : .................................................. . 
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : ........................ .. 
d. Unit kerja: .................................................. . 

Dalam jabatan ...................... dengan angka kredit sebesar 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ................. ) . 

........................................................................................ **) 

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam 
keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan 
kembali sebagaimana mestinya. 

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil 
yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan 
sebagaimana mestinya. 

ditetapkan di ........................ . 

pada tanggal ........................ . 

NIP. 

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian

Keuangan
yang bersangkutan;*)

5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. 
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